EKEPUTUSAN WAL! NAGAR! TARATAK SUNGA! LUNDANG
NOMOR 9 TAHTUN 2023

PEMBENTUKAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA IDM & SDGS DESA TAHTIN 2023
NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI TARATAK SUNGA! LONDANG

Menimbang : a Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurufl a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali
Nagan Taratak Sunga Lundang Kecamatan Koto XI
Tarusan  Kabupaten Pemisir Selntan tentang Reluwan
Pemutakhiran Data DM dan SDGs Desa Tahun 2023;
b. Bahwa untuk melakukan Pemutakhiran Data Sustainable
Developmient Of Goals (SDGs) Desa 2023 dl Nagai Taratak
Sungai Lundang Kecamatan Hoto X1 Tarmisan Kabupaten
Pesigir Selatan, perlu dibentuk Relawan Pemutakhiran Data
DM dan SDGy Desa Tahun 2023,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Dersih dan Debas dan
Korupsidan  Nepolisme  [Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851} scbagammana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomar 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Timdak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahus 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Amara Pemenmah Pusat dan
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Pemerintnhan Daerah  [Lembaran  Negara  Republik
Indonesin Tahun 2004 Nomar 126, Tumbahan Lembaran
Negiura Republik Indonesia Nutor 4438),

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Duoerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembirin
Negara Republik Indonesia NMomor 5049);

4  Undang-Undang Republik Indonesin Nomor 6 Tahun 2014
tentang Dosi (Lembearan Negara Ropublik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5405);

5. Undang-Undang Repuhlik Indonesin Nomor 28 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6827);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tabun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4575},

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangun Daerah (Lembaran Negurs Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambshan Lembaran
Negarn Republik Indonesia Nomor 4578},

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negura  Republile
indonesin Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

6, Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerje Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tabun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesin Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa  kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintahh Nomor 1! Tahun 2019 tentang Perubghan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang tentang Peraturan Pelaksanann Undang Undang
Nomor 6 Tehun 2014 tentang Desa [Lembaran Negama
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
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